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OPINI
Biarlah Mereka Kerja Dulu
BERITA PEMANTAUAN

Sulitnya Menjadi Utusan Distrik Hal.
Satu Fraksi Beda Pendapat Hal.
Gaji Wakil Rakyat Hal.
Komisi-Komisi Majelis Hal.

TATOLI

Konsensus atau Voting? Hal.

KONSTITUSI

Tiga Sistem Pemerintahan Hal.
Pendapat Rakyat Hal.

ADVOKASI

Tugas Ganda Majelis Hal.

LIAFUAN

Mari Menyumbang Buku Hal.

PROFIL

Januario Soares & Vicente Guterres Hal.
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ajelis Konstituante akhirnya menyetujui
I \ / I pembentukan Komisi Khusus Legislatif.
Tugas komisi ini adalah menjalankan fungsi
legislatif seperti yang ditetapkan oleh Regulasi UNTAET
No. 2/2001, yaitu membahas dan mengesahkan ran-
cangan regulasi yang diajukan oleh Administrator Transisi.
Sebelum mengambil keputusan mengenai ketentuan
yang dimasukkan dalam pasal 26 Rancangan Tata-Tertib
Majelis Konstituante, terjadi debat yang panas. Sidang
yang betlangsung hari Kamis (4/10) mengambil kepu-
tusan melalui pemungutan suara (vofing) yang dimenang-
kan pendukung ketentuan ini. Pendukung ketentuan ini
umumnya dari FRETILIN, sementara PSD dan PD
menentang. Perbedaan sikap ini sepertinya merupakan
kristalisasi pengkubuan di dalam Majelis.

Kepada media massa, Sekjen PD Mariano Sabino
Lopes mengatakan bahwa fraksinya menentang kepu-
tusan itu karena menganggap wewenang untuk menge-
sahkan sebuah peraturan harus berada di tangan sidang
lengkap (pleno) Majelis Konstituante. “Komisi Khusus
Legislatif itu harus ditempatkan sebagai komisi teknis
yang hanya bertugas menganalisis, menilai, dan meng-
godok setiap regulasi yang diusulkan Pemerintah Tran-
sisi, sementara keputusan pengesahannya ada pada pleno
Majelis Konstituante,” ujar Mariano. Sementara Wakil
Presiden PSD Leandro Isac sambil menunjuk pada
Regulasi UNTAET No. 2/2001 menyatakan bahwa we-
wenang Majelis Konstituante untuk mengambil kepu-
tusan legislatif terletak pada semua anggota Majelis, bu-
kan pada komisi yang dibentuknya.

UDC/PDC juga sejalan dengan PD dan PSD. Vi-
cente Guterres, satu-satunya wakil rakyat dari UDC/
PDC mengatakan, tidak ada alasan apa pun yang logis
dan rasional yang dapat membenarkan Majelis Konsti-
tuante mendelegasikan banyak wewenangnya kepada se-
buah komisi atas nama Majelis. “Saya sangat menyesalkan

misi Khusus Legislatif

F.X. SUMARYONO

|

| ’J

usulan sebagian fraksi yang baik itu terpaksa dikalahkan
ketika dilakukan vozing,” kata Guterres. Sejak awal Guter-
res memang termasuk yang menolak pemberian wewe-
nang mutlak kepada Komisi Khusus Legislatif. Pada
kesempatan lain, deputado Clementino Amaral (KOTA)
dengan nada menyindir mengatakan bahwa keputusan
seperti itu adalah luar biasa, karena sebuah komisi justru
diberi wewenang politik melebihi wewenang Majelis yang
menjadi induk komisi itu.

Beberapa anggota Majelis Konstituante dari FRETI-
LIN yang ditanya tentang pilihan mereka yang ditentang
fraksi lain itu mengatakan bahwa pemberian wewenang
pengesahan atas rancangan regulasi yang diajukan
UNTAET kepada Komisi Khusus Legislatif adalah
semata-mata untuk kepentingan efektivitas kerja Majelis
Konstituante. Daripada semua anggota Majelis harus ke-
hilangan konsentrasinya pada soal-soal lain di luar kon-
stitusi, lebih baik biarkan tugas di luar itu dilakukan saja
oleh komisi khusus. Begitulah argumentasinya.

Sebuah alasan yang logis, jika pandangan kita diarahkan
pada kenyataan bahwa UNTAET sudah menyodorkan
lebih dari 20 rancangan regulasi kepada Majelis Konsti-
tuante. Sebuah pekerjaan yang tentunya akan banyak me-
nyita waktu, pikiran, dan tenaga. Bayangkan, jika pem-
bahasan rancangan-rancangan itu dilakukan oleh semua
anggota Majelis Konstituante. Pekerjaan utama mereka
menyusun konstitusi akan terbengkalai. Alasan yang masuk
akal. Tetapi bagaimana jika rancangan regulasi yang dia-
jukan UNTAET ternyata menyangkut seluruh aspek ke-
hidupan bangsa, tetapi rancangan tersebut dibahas dan
kemudian diputuskan hanya oleh Komisi Khusus Legis-
latif, bukan oleh seluruh anggota Majelis Konstituante?
Yang dipilih rakyat adalah semua anggota Majelis, kare-
na itu wakil rakyat adalah seluruh anggota Majelis. Jika
kita berpegang pada demokrasi, wewenang memutuskan

harus tetap di tangan mereka. ® Rui Viana
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lu Majelis Konstituante, tugas Majelis Konstituante

selain menyusun konstitusi negara merdeka Timor
Lorosae, adalah membahas dan mengesahkan rancangan
regulasi yang disampaikan padanya oleh Administrator
Transisi (pasal 2.5). Dengan tugas ini, berarti Majelis Kon-
stituante memiliki kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk
membuat undang-undang) seperti yang dimiliki oleh sebu-
ah parlemen. Sebelum adanya Majelis Konstituante, tugas
semacam ini dulu dijalankan oleh National Consultative
Council (NCC, Dewan Konsultasi Nasional) dan kemudian
National Council (NC, Dewan Nasional) yang keduanya
diangkat oleh Administrator Transisi Sergio de Mello.

Pada saat Regulasi No. 2/2001 pada bulan Februari 2001,
banyak pihak tidak memperhatikan pasal 2.5 tersebut. Per-
hatian para pemimpin politik lebih diarahkan pada bagaima-
na membuat persiapan untuk mengikuti pemilu agar bisa
duduk di Majelis Konstituante, seperti membentuk ke-
pengurusan partai politik, menyusun daftar kandidat, mem-
buat strategi kampanye, dan sebagainya. Sangat jarang,
jika ada, yang menyoroti bahwa Majelis Konstituante nanti-
nya bebannya akan terlalu banyak, karena harus membuat
konstitusi dan membahas rancangan-rancangan regulasi.
Padahal saat itu sudah ada sejumlah rancangan regulasi
yang oleh NC dilimpahkan pembahasannya kepada Majelis
Konstituante yang akan dibentuk, baik karena waktu pem-
bahasannya yang tidak cukup maupun karena sangat pen-
tingnya isi regulasi tersebut sehingga harus dibahas dan di-
sahkan oleh badan yang dipilih rakyat.

Kehebohan baru muncul ketika Majelis Konstituante mem-
bahas rancangan ketentuan tata-tertibnya. Dengan alasan
agar Majelis Konstituante bisa berkonsentrasi pada penyu-
sunan konstitusi, beberapa fraksi mengusulkan agar diben-
tuk Komisi Khusus Legislatif yang bertugas membahas dan
mengesahkan rancangan regulasi. Komisi ini beranggota-
kan 35 orang anggota Majelis Konstituante yang tidak
menduduki jabatan pada Kabinet Transisi Kedua. Dengan
ketentuan ini, tidak akan ada anggota Majelis yang merang-
kap sebagai anggota kabinet yang duduk di Komisi Khusus
Legislatif, dan dengan demikian, menurut para deputados
yang mengusulkannya, tidak terjadi perangkapan fungsi ek-
sekutif dan legislatif. Usulan ini ditentang oleh deputatos
dari PD, PSD, dan UDC dengan alasan bahwa wewenang
legislatif ada pada Majelis Konstituante, dan karena itu ke-
putusan mengenai regulasi harus diambil dalam sidang
lengkap (pleno) Majelis.

Seperti penetapan masa kerja Majelis Konstituante 90
hari, pemberian tugas ganda menyusun konstitusi dan mem-
pertimbangkan/mengesahkan regulasi adalah bagian dari
perencanaan transisi yang dibuat UNTAET. Jika kita perha-
tikan, perencanaan transisi ini sangat tidak baik. Sebagai
badan yang bertanggungjawab mendirikan negara merdeka
Timor Lorosae, seharusnya UNTAET sejak awal menyam-
paikan agenda transisinya. Tetapi agenda ini baru dibuat se-
bagai reaksi terhadap agenda politik transisi yang disam-
paikan CNRT mendekati akhir tahun lalu. Ketentuan hukum
yang mengaturnya cuma Regulasi 2/2001, yang sekaligus
mengatur tentang partai politik, penyelenggaraan pemilu,
dan Majelis Konstituante itu sendiri. UNTAET memang ti-
dak merencanakan dengan baik transisi kemerdekaan Ti-
mor Lorosae, tetapi kita semua harus berusaha keras agar
transisi berlangsung sedemokratis mungkin. Cidadaun

M enurut Regulasi UNTAET No. 2/2001 tentang Pemi

“Usulan ini dari partai UDT, bukan dari saya. Kalau ada
pertanyaan, kalau bisa akan saya jawab. Kalau saya ti-
dak bisa, tolong tanya ke partai. Karena ini bukan saya
yang membuat,” kata Isabel da Costa Ferreira ketika me-
nyampaikan usulan UDT kepada Komisi Sistematika dan
Harmonisasi.

Lho, Isabel da Costa Ferreira itu dari partai mana?

“Kalau berbicara bahasa Indonesia yang jelas, kalau
bahasa Tetum juga jangan campur-campur!” kata
deputado Aderito de Jesus Soares (FRETILIN). Deputado
Mario Sabino Lopes (PD) menimpali, “Ya! kepada para
orang tua, kalau berbahasa Tetum jangan campur-campur
dengan Portugis ... "

Maklum, Timor Lorosae dulu dikuasai oleh para penguasa
asing yang rajin memaksakan bahasanya.

ada 28 September lalu, José Luis de
POliveira, Nug Kacasungkana, dan

FX. Sumaryono dati Cidadann me-
wawancarai Uskup Dili Dom Carlos Filipe
Ximenes Belo. Berikut ini petikannya.
Bagaimana pendapat Bapak Uskup tentang re-
konsiliasi?
Banyak orang berbicara tentang rekonsilia-
si, tetapi belum ada keadilan yang merata
dan lengkap. Sekarang sedang dibentuk ko-
misi yang dalam bahasa Portugis disebut
Comissao de Acolhimento, Verdade e Re-
conciliacio [Komisi Penerimaan, Kebenar-
an, dan Rekonsiliasi], seperti di Afrika Sela-
tan. Ini merupakan langkah maju dan ter-
baik. Harapan saya semoga dati seluruh par-
tai dan semua kalangan ada cukup keren-
dahan hati untuk menghadapi komisi itu.

Sebagian pemimpin politik mengusulkan amnesti
umum. Rakyat umnmnya menginginkan hal yang
berbeda.

Mereka harus mendengarkan rakyat! Kare-
na suara yang muncul dari bawah dengan
keras lebih banyak menuntut keadilan. Dan
mereka tidak mengerti apa itu amnesti dan
apa tujuannya. Mereka tidak mengerti. Ka-
lau ada amnesti, siapa yang akan memberi-
kan? Kalau diberikan nanti, akan ada yang
main hakim sendiri, dan itu akan melawan
amnesti. Maka amnesti tidak akan jalan. Jadi
keadilan dan kebenaran harus ditegakkan.
Kalau yang salah, ya salah. Kalau tidak salah,
ya tidak salah.

Jadi rekonsiliasi dan keadilan harus sejalan?
Bagi saya, rekonsiliasi dan keadilan itu se-
perti satu mata uang dengan dua sisi. Re-
konsiliasi dengan keadilan, keadilan dengan
rekonsiliasi. Keadilan sendiri tanpa rekon-
siliasi tidak lengkap. Ini tidak manusiawi. Be-
gitu pula, rekonsiliasi tanpa keadilan tidak
akan menyelesaikan masalah.

Apakab ini berbubungan dengan pengembangan
demokrasi di Timor Lorosae

Tentu saja. Demokrasi menuntut meneri-
ma semua orang, menghargai semua orang.
Tetapi demokrasi juga menuntut hukum.
Sekarang ini satu ada ide yang tidak benar,
bahwa kita sekarang kita berada dalam era
demokrasi, hak saya berbuat apa saja sesu-
al kemauan saya. Itu bukan demokrasi!
Dalam bahasa Portugis itu “libertinagem”,
kurang ajar!

Sepertinya demokrasi saat ini lebib menjurus pada
saling menyerang dan saling bersaing?

Itu baik ... oke itu suatu proses yang baru
muncul, biarlah [para pemimpin politik]
bertengkar, tetapi selalu dengan spirit bahwa
kita orang Timor, kita orang beragama. Ha-
rus juga berpikir, walau bertengkar tetapi
harus menghargai orang lain, pendapat o-
rang lain. Tetapi yang terutama, semua ha-
rus duduk bersama-sama mencari jalan yang
terbaik, menuju satu konsesus yang bisa me-
nyelesaikan segalanya dengan baik. Ini ha-
rus dimulai dari lingkungan keluarga, sesuai
dengan adat kita, orang Timor. Bertengkar
itu selalu ada, kalau kita terjun ke dunia po-

Cidadaun
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litik, harus bertengkar. Tetapi harus membe-
dakan bertengkar untuk siapa, apakah ber-
tengkar untuk rakyat, atau untuk mereka
yang duduk di atas. Kalau mereka mende-
ngar aspirasi dari bawah, saya yakin mereka
tidak akan bertengkar. Orang-orang yang
bertengkar itu, mungkin tidak jalan ke peda-
laman di desa-desa. Mungkin mereka hanya
di dalam kota, di Dili saja, atau di kota ka-
bupaten saja, dan kadang-kadang aspirasi
hanya didapat dari lingkungannya saja. Pa-
dahal Timor Lorosae masih luas.

Apakalh pertengkaran tersebut masih dalam
rangka proses demokrasi?

Ya, itu masih bagian demokrasi. Saya ha-
rapkan bertengkar mulut, tetapi jangan
sampai bertengkar fisik. Saat ini biarlah
dijadikan suatu proses belajar demokrasi.
Saya hanya minta saling menghargai. Se-
andainya mereka bertengkar, mereka hatrus
berani untuk minta maaf... Ya, mengapa
sampai sekarang Komisi Kebenaran, Re-
konsiliasi dan Penerimaan belum berjalan?
Karena orang-orang tidak berani untuk min-
ta maaf atas kesalahan yang pernah diper-
buat. Yang utama bagi kita semua saat ini,

harus rendah hati, untuk saling meminta ma-
af.

Bagaimana Bapak Uskup melibat Majelis Kon-
stituante, khususnya yang berbhubungan dengan,
keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat
saat ini?

Tentang Majelis Konstituante itu, pendapat
saya: biarlah mereka kerja dulu, berikan ke-
sempatan kepada mereka. Sebaiknya kita
menunggu hasil kerja mereka.

Apakab sebaiknya masyarakat membantn, de-
ngan memberi usulan-usulan?

Saya juga tidak sependapat, mungkin juga
melawan Yayasan HAK dan beberapa LSM
dalam hal ini. Karena [Majelis Konstituan-
te] perlu orang-orang yang ahli atau tahu
tentang segala-galanya seperti budaya, seja-
rah, hukum. Kalau kita semua, baik UN-
TAET maupun NGO diberi kesempatan
untuk berbicara, saya rasa akan menimbul-
kan confusion [kebingungan|. Biarlah ada satu
tim khusus untuk menyiapkan konstitusi yang
baik, yang nantinya bisa menjadi bahan ref-
erendum, untuk mendapat keabsahan dari
rakyat. Saya juga bisa ikut bicara, tetapi saya
tidak mau. Biarlah mereka yang menyiapkan.
Tuntutan bahwa harus ada konsultasi serta
menerima usulan, bagi saya itu tidak begitu
penting. Yang lebih penting, harus ada se-
buah tim kecil, yang di dalamnya duduk o-
rang-orang yang ahli, agar menyiapkan hal
tersebut untuk kemudian disampaikan ke
masyarakat umum, agar bisa dinilai oleh
masyatrakat, apakah cocok atau tidak.

Mayelis Konstituante menyusun rancangan konsti-
tusi dengan bantnan para abli, setelah itn dibnat
referendum?

Ya, itu pendapat saya, bahwa konstitusi itu
harus mendapat keabsahan dari seluruh rak-
yat. Rakyat yang menentukan setuju atau ti-
dak setuju. Saya kira begitu. ®



Sulitnya

Menjadi

Utusan Distrik

Para anggota Majelis Konsituante yang mewakili distrik kesulitan transportasi
dan tempat tinggal. Bagaimana tanggungjawab UNTAET?

ada pemilu lalu rakyat Timor
PLorosae telah menentukan

pilihannya untuk mengutus para
wakil distrik dan wakil nasional untuk
menulis konstitusi. Semuanya betjalan
dengan semangat #kun rasik aan. Na-
mun, dalam perjalanannya mereka ti-
dak lepas dari masalah. Kesulitan tem-
pat tinggal dan transportasi adalah se-
bagian yang dihadapi sejumlah anggo-
ta, terutama utusan distrik. Ada yang
harus menumpang di rumah keluarga.
Ada pula yang hampir setiap hari ha-
rus berjalan kaki ke gedung Majelis
Konstituante.

“Di sini [Dili, Red.| saya menumpang
pada keluarga,” kata Januario Soares,
wakil distrik Viqueque. “Dalam perju-
angan kita mengenal satu istilah, yaitu
pengobanan. Biarkan kita memberikan
pengorbanan untuk membangun rak-
yat dan negara kita,” lanjutnya. Menu-
rutnya, kesulitan yang mereka hadapi
adalah kesulitan semua orang. “Kesu-
litan yang kami alami sekarang adalah

masalah transportasi. Itu yang mem-
buat saya kadang-kadang terlambat
mengikuti sidang. Kadang-kadang saya
minta tolong teman untuk mengantar-
kan ke Gedung Majelis. Tetapi, saya
sering harus berjalan kaki,” katanya.
Anak dan istrinya tetap tinggal di rumah
mereka di Viqueque. Januario Soares
belum berpikir untuk mencatri uang
untuk membiayai mereka tinggal di
Dili.

Keluhan yang senada datang dari
Jeronimo da Silva, seorang wakil
nasional dari FRETILIN. “Kami sangat
kesulitan dalam hal transportasi dan
saat ini UNTAET belum memperha-
tikan hal ini,” katanya kepada Cidadaun.
Karena itu, menurutnya, banyak ang-
gota Majelis Konstituante yang setiap
hari naik taksi. Untuk itu mereka seca-
ra pasti setiap hari mengeluarkan biaya
sebesar Rp 40.000.

Adanya kesulitan seperti itu tidak
dipandangnya sebagai halangan untuk
menjalankan tugasnya. Baginya, ini

Beda Pendapat

Dalam Satu Fraksi

Dalam sidang Majelis Konstituante terjadi perbedaan pendapat antar anggota
dalam satu fraksi. Gejala demokrasi atau ketidaksiapan partai politik?

alam sidang majelis bebera-
D pa waktu lalu terjadi perbe-
daan pendapat yang tajam an-

tara sesama anggota dalam fraksi yang
sama. Perbedaan pendapat itu terjadi
dalam sidang Majelis yang pada saat
itu tengah membahas sebuah pasal ten-
tang fungsi dan wewenang Komisi
Khusus Legislatif (IKKL).

Perbedaan pendapat saat itu adalah
antara anggota fraksi KOTA, Manuel
Tilman sebagai Komisi Teknis Pembuat
Rancangan Tata Tertib Majelis dan Cle-
mentino dos Reis Amaral sebagai ketua
fraksi KOTA. Perbedaan pendapat itu
memuncak ketika sidang tengah mem-
bahas tanggapan, alasan dan argumen-
tasi mengenai kompetensi KKI.. Ada
sebagian anggota yang tidak setuju me-
ngenai wewenang penuh yang dimiliki
oleh Komisi ini. Mereka lebih setuju ka-
lau KKL hanya bertugas untuk mem-
pelajari usulan peraturan, sedangkan
yang mengesahkan adalah sidang pleno.

Namun, apa pun argumentasi yang
diajukan, Manuel Tilman tetap pada
pendiriannya. KKL tetap mempunyai
wewenang penuh untuk mengesahkan

setiap peraturan yang diajukan. Alasan-
nya bahwa Majelis punya tugas utama
menulis konstitusi, namun dalam Re-
gulasi UNTAET No. 2/2001 pasal 2
(5) berbunyi, “Majelis Konstituante da-
pat mempertimbangkan rancangan re-
gulasi sebagaimana disampaikan kepa-
danya oleh Administrator Transisi. Da-
lam keadaan demikian, pemungutan
suara yang menyetujui dari mayoritas
anggota Majelis Konstituante telah me-
rupakan persetujuan pada rancangan
regulasi tersebut.” Karena itu, kata Til-
man, kita memutuskan untuk mem-
bentuk sebuah komisi dengan kekua-
saan penuh untuk mempertimbangkan
dan mengesahkan setiap rancangan re-
gulasi yang diajukan.

Mendengar argumentasi tersebut,
Clementino dos Reis Amaral tersentak.
“Saya tahu, teman fraksi saya, Manuel
Tilman adalah seorang sarjana hukum.
Tetapi, mungkin sarjana hukumnya ti-
dak benar,” kata ketua fraksi KOTA
itu. Ia menanggapi sebuah kreasi baru
yang diciptakan oleh Majelis yang mem-
berikan kekuasaan penuh kepada KKL
untuk mempelajari dan mengesahkan
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Sebagian utusan distrik di Majelis Konstituante.

merupakan konsekuensi dari pilihan
yang diberikan rakyat pada mereka
untuk menjadi wakil rakyat. “Kami ha-
rus menjalaninya, karena merupakan
tanggungjawab kami kepada rakyat.
Kami harus berusaha. Bukan berarti
dengan kesulitan ini kami harus me-
ninggalkan tanggungjawab kami,”
tegasnya.

Sementara Alfredo da Silva, wakil
rakyat Distrik Aileu juga beranggapan
bahwa kesulitan tempat tinggal mau-
pun transportasi tidak boleh menjadi
hambatan. Kesulitan yang dihadapi oleh
utusan distrik maupun utusan nasional
yang berasal dari luar kota Dili itu ti-

dak terlepas dari kesulitan yang diha-
dapi oleh seluruh rakyat Timor Loro-
sae.

Tentang kesulitan transportasi yang
dialaminya, ia mengatakan bahwa
dirinya sering mendapat bantuan dari
anggota masyarakat. “Ada kalanya
masyarakat memberi bantuan kepada
saya,” katanya. Dalam hal ini, orang
yang mempunyai alat transportasi
mengantarkannya ke Gedung Majelis
Konstituante. “Jadi tidak terlalu men-
jadi masalah,” katanya mantap.

Betul, wakil rakyat harus tetap
bersemangat #kun rasik aan. ®

Rogério Soares

rancangan regulasi yang kelak akan di-
ajukan oleh pemerintah transisi kedua.
Ia semakin terkejut ketika mayoritas
anggota Majelis mengangkat tangan
untuk menyetujui pembentukan KKL.

Bagi Clementino, mungkin ini baru
pertama kali terjadi di dunia. “Saya te-
lah melihat parlemen di dunia yang
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk
mengesahkan sebuah rancangan regula-
si adalah sidang pleno yang dihadiri o-
leh semua anggota majelis. Mungkin uji
coba untuk menciptakan konsep dan
praksis yang baru,” katanya dengan na-
da kesal.

Perbedaan pendapat juga terjadi di
tubuh fraksi UDT, antara Isabel Ferre-
ira sebagai anggota Komisi Teknis Pe-
rancang Tata-Tertib dengan Jodo Car-
rascaldo ketua fraksi UDT. Perbedaan
itu juga terjadi pada saat pembahasan
komposisi keanggotaan KKL. Menu-
rut Jodo Carrascaldo, utusan dari par-
tai FRETILIN yang duduk dalam
KKL harus seimbang dengan anggota
komisi dari partai-partai lain, mengi-
ngat FRETILIN sebagai pemenang pe-
milu yang menjalankan pemerintahan.
Di samping itu FRETILIN juga mem-
punyai mayoritas kursi di KKL. Kare-
na itu akan terjadi kepincangan poli-
tik, karena rancangan regulasi yang di-
ajukan oleh eksekutif dari FRETILIN
akan selalu disetujui dengan mulus.

Mendengar pernyataan itu, Isabel
Ferreira langsung berkomentar. “Kita
yang telah terpilih dan duduk di kursi
Majelis sebaiknya membuang jauh pra-
sangka buruk dan curiga terhadap sesa-
ma, karena kita di sini mewakili rakyat

Timor Lorosae. Semestinya yang kita
praktekkan di sini adalah perilaku mem-
buka diri kepada sesama agar dapat tet-
jalin hubungan persatuan dan kesatuan
di negeri kita yang baru ini.” Mende-
ngar pernyataan Isabel yang ditujukan
pada ditinya, Jodo Carrascaldo pun me-
nanggapi. “Mungkin Isabel Ferreira ba-
ru mengikutinya sekali, tetapi saya telah
dua kali. Maksud saya, pemikiran ten-
tang persatuan dan kesatuan. Jadi, to-
long saudari Isabel menyadari itu.”

Mengenai perbedaan pendapat yang
tetjadi dalam tubuh kedua fraksi ini,
ketua fraksi KOTA Clementino dos
Reis Amaral dan ketua fraksi UDT
Jodo Carrascalio berpendapat sama.
Menurut mereka, perbedaan itu wajar
saja dan merupakan dinamika politik
yang sesuai dengan asas demokrasi.
Meskipun berasal dati fraksi yang sama,
mereka saat itu adalah anggota komisi
teknis, yang terikat kesepakatan antar
anggota komisi. Kesepakatan ini harus
mereka pertanggungjawabkan. “Jadi
kalau kami berbeda dalam hal ini, me-
nurut kami tidak masalah. Namun yang
tidak boleh berbeda adalah dalam hal
prinsip politik partai dan program par-
tai yang nantinya diperjuangkan partai
kami untuk masuk dalam konstitusi Ti-
mor Lorosae,” demikian kata Clemen-
tino dos Reis Amaral kepada Cidadann
ketika ditanya pendapatnya. Joao Car-
rascaldo dari UDT juga menyatakan hal
yang sama.

Boleh saja berbeda pendapat asal
punya dasar argumentasi yang kuat.
Bukan asal mau berbeda dengan pat-

tai lain. @ Augusto Castro
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Gaj1 Anggota

Dibayar Setiap Tanggal 15

Wakil rakyat di Majelis Konstituante akan menerima gaji setiap tanggal 15 se-

lama bertugas.

elasa (9/10) lalu Dewan Menteti
S melakukan rapat membahas ran-
cangan regulasi tentang anggar-
an operasional untuk Majelis Konsti-
tuante. Rancangan tersebut menurut
rencana akan secepatnya diserahkan ke-
pada Komisi Legislatif Khusus (KLK)
untuk dipelajari dan disahkan. Menurut
Lucia Mancini, staf sekretariat teknis
Majelis Konstituante, rancangan terse-
but mengatur megenai anggaran yang
dibutuhkan oleh Majelis, termasuk ang-
garan pengeluaran rutin seperti gaji ang-
gota dan pengeluaran lainnya.
Mengenai gaji anggota Majelis, me-
nurut Lucia Mancini, gaji tersebut akan
dibayar pada setiap tanggal 15 selama
Majelis melakukan pekerjaannya, kare-
na mereka dilantik pada tanggal 15. Se-
dangkan sistem pembayaran gaji para
anggota majelis akan dilakukan dengan
mentransfer ke rekening masing-ma-
sing di dua bank yang telah ada, supaya
mereka tidak antri berdesakan untuk
menerima gaji.

Namun tidak tertutup kemungkinan
kalau ada anggota yang mau meng-
ambilnya secara tunai. “Kita melaku-
kan hal ini karena para anggota majelis
adalah orang-orang penting yang sudah
semestinya dilayani dengan pelayanan
khusus. Sistem seperti ini bukan hanya
terjadi di Timor Lorosae, melainkan di-
semua negara. Jadi ini standar baku
yang diterapkan oleh negara dalam
membayar gaji para pejabatnya.”

Untuk mempermudah proses pem-
bayaran maka pada tahap awal
pembukaan rekening bank untuk para
anggota dilakukan di ruang sekretariat
Majelis dengan mendatangkan dua o-
rang pegawal bank untuk mendaftar
identitas anggota majelis. Hal ini dila-
kukan karena anggota majelis tidak
mempunyai waktu untuk melakukan
pendaftaran pembukaan rekening bank
masing-masing. Jadi segala sesuatu
yang berkaitan dengan administrasi
yang dibutuhkan oleh bank akan
disediakan oleh sekretariat teknis Ma-

Komisi-Komisti
di Majelis Konstituante

Berdasarkan ketentuan tata-tertib yang telah disahkan, Majelis Konstituante
mendirikan tiga komisi untuk mempermudah kerja para anggota.

erikut adalah komisi-komisi
yang telah dibentuk Majelis
Konstituante.

B

Komisi Khusus Legislatif (KKL)
Komisi ini terdiri dari 35 anggota
dengan komposisi 20 dari FRETILIN,
tiga dari PD, dua orang dari PSD dan
ASDT, dan satu orang masing-masing
dari KOTA, UDC/PDC, PL, PNT,
PPT, PST, PDC dan UDT. Pemben-
tukan KKL ini untuk menjalankan
fungsi legislatif yang diberikan Regu-
lasi UNTAET No. 2/2001 pasal 2 (5).
Sesuai dengan namanya, Komisi ini
bertugas mempelajari dan memutuskan
rancangan regulasi yang disampaikan
oleh Administrator Transisi. Komisi ini
mempunyai kekuasaan penuh untuk
memutuskan dan membatalkan setiap
rancangan peraturan yang diusulkan,
kecuali dalam masalah anggaran. Na-
mun, dalam Komisi ini tidak semua
fraksi yang ada di Majelis Konstituante
mengambil bagian di dalamnya. Fraksi
PD dan PSD menolak duduk dalam
Komisi ini. Komisi ini melakukan si-
dang pada setiap hari Jumat yang di-

pimpin oleh Ketua Komisi Arlindo
Matrcal (PDC).

Komisi Sistematisasi dan Harmon-
isasi.

Komisi ini merupakan badan yang
melakukan sistematisasi dan harmoni-
sasi terhadap setiap pemikiran dan ran-
cangan yang disampakan individu ang-
gota maupun partai atau fraksi untuk
disatukan dalam sebuah dokumen u-
mum yang kelak dapat dijadikan petun-
juk dalam penulisan konstitusi.

Komisi ini beranggotakan 42 orang,
dengan komposisi 24 dari FRETILIN,
empat orang dari PD, tiga orang ma-
sing-masing dari PSD dan ASDT, dan
satu dari partai yang lain. Penentuan
jumlah anggota pada Komisi ini ber-
dasarkan proporsi jumlah anggota dari
setiap partai yang duduk di Majelis
Konstituante. Komisi ini diketuai oleh
Adérito de Jesus Soares (FRETILIN),
juru bicara Manuel Tilman (KOTA)
dan notulen Vicente Gutetres (UDC/
PDC). Komisi ini dibentuk berdasar-
kan pasal 25 Ketentuan Tata Tertib Ma-
jelis Konstituante.
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Deputado Clementino dos Reis Amaral (kanan) bersama para jurnalis.

jelis namun para anggota Majelis tetap
diminta untuk memberikan data
pribadi dengan lengkap ditambah de-
ngan kartu identitas anggota dan kartu
tanda penduduk (Cartao Registn).
Sedangkan mengenai besarnya gaji
yang akan diterima oleh setiap anggo-
ta majelis konstituante berkisar antara
USD 400-USD 1.000, dengan klasifika-
si ketua majelis berhak atas gaji USD
1.000 dua orang wakil ketua akan me-
nerima gaji sebesar USD 800 dan ang-
gota lainnya akan mendapat masing-
masing USD 400. Mengenai besarnya
anggaran operasional Majelis belum di-
ketahui, karena rancangan usulan ang-

garan tersebut masih digodok di
Dewan Menteri.

Walaupun demikian para anggota
Majelis yang duduk dalam KILK me-
ngaku, sampai sekarang mereka belum
menerima satu usulan peraturan yang
diajukan oleh Dewan Menteri untuk di-
bahas termasuk usulan anggaran ope-
rasional Majelis. Dalam perbincangan
Cidadann dengan beberapa anggota,
mereka tidak mengeluh kalau dibayar
dengan gaji sebesar itu, bahkan ada be-
berapa orang anggota yang mengata-
kan, tidak dibayarpun kami akan tetap
beketja. Yang benar, ab. ®

Augusto Castro

Rapat pembentukan salah satu komisi Majelis Konstituante.

Komisi Tematis

Komisi ini dibentuk berdasarkan
tema-tema prinsipil yang dibahas dan
diatur dalam sebuah konstituasi negara.
Di dalam Majelis Konstituante diben-
tuk empat komisi tematis, yakni Ko-
misi I yang akan membahas beberapa
hal prinsipil seperti hak, kewajiban dan
kebebasan warganegara serta pertahan-
an dan keamanan nasional. Komisi 1
terdiri dari 21 orang yang diketuai oleh
Paulo Assis (PD), sekretaris Adalgisa
Soares Ximenes (FRETILIN), dan juru
bicara Vicente Faria (FRETILIN). Ko-
misi Il akan membahas hal-hal me-
nyangkut organisasi pemerintahan atau
organisasi politik. Anggotanya 24 o-
rang, dipimpin oleh Jacob Fernandes

(FRETILIN), sekretatis Feliciano Alves
Fatima (ASDT), dan juru bicara Adérito
de Jesus Soares (FRETILIN). Komisi
III bertugas untuk membahas organ-
isasi ekonomi, sosial dan keuangan. Ko-
misi ini terdiri dari 22 orang anggota
yang diketuai oleh Manuel Tilman (KO-
TA), Sekretaris Maria Solana (FRETI-
LIN) dan betindak sebagai juru bicara
adalah Francisco Catlos Soares (FRE-
TILIN).

Sedangkan Komisi IV diketuai oleh
Francisco Xavier do Amaral (ASDT),
dengan sekretaris Eusebio Guterres (P-
D) dan juru bicara Francisco Branco
(FRETILIN) . Komisi ini akan mem-
bahas prinsip dasar, jaminan, fiskalisasi,
revisi konstitusi dan, disposisi akhir

transisi. ® Augusto Castro
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